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PENDAHULUAN

1.1
Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. 
Selain itu pula kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, telah diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014.. Dalam rangka penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD dengan berpedoman pada RPJP .
Berdasarkan pasal 15 ayat 4 tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra-SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah diamanatkan pula bahwa Renstra-SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan SKPD, serta disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
 Selanjutnya Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis (Balitbang Kabupaten Bengkalis) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
 Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Balitbang Kabupaten Bengkalis untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi,Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif. 
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang diemban oleh Balitbang Kabupaten Bengkalis adalah melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan, antara lain; Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan; Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Teknonogi dan Ekonomi Pembangunan; Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan; Penelitian dan pengembangan kebijakan bidang Sumberdaya Alam; dan pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
Renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 dan RPJP Kabupaten Bengkalis 2006-2025 Kabupaten Bengkais Khususnya berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya khusus. Dengan demikian Renstra Balitbang merupakan bagian dan berkedudukan sejajar dengan renstra-renstra lain yang mendukung RPJMD Kabupaten Bengkalis.

 Dalam pelaksanaannya sebuah renstra di dasari oleh peraturan-peraturan hokum sehingga output-output yang dihasilkan merupakan gambaran perwujudan visi yang telah di rumuskan.
SKEMA: HUBUNGAN RENSTRA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN












1.2
Landasan Hukum

Rencana Strategis tersebut disusun atas dasar ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD 1945 yang diamandemen dengan mengemban amanah pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan jangka pendek 2007, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang  Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan dan Penrapan IPTEK ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Ttahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah ;

9. Permendagri Nomor 20 tahun 2011 tentang pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkup Depdagri;

12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis, Pengganti Perbup Nomor 28 Tahun 2005 ;

13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis.
1.3
Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis (Rentra) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BALITBANG) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 - 2021 disusun dengan maksud :

a.  Menjadi acuan resmi bagi seluruh aparatur BALITBANG dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Bengkalis sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun   2016 - 2021.

b.  Menyiapkan suatu tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah.

c.  Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum BALITBANG sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bengkalis.

d.  Memudahkan seluruh jajaran aparatur BALITBANG dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

e.  Memudahkan seluruh jajaran aparatur BALITBANG untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

Mendorong motivasi dan kreasi masyarakat untuk berparitisipasi secara lebih intens lagi dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan.
2. Tujuan
Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) BALITBANG Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 adalah tersusunnya perencanaan SKPD yang komprehensif, transparansi, akuntabel dan partisipatif selaras dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021.
Penyusunan rencana strategis ini bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya Program dan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan Strategi yang ingin di capai yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat, sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh           dan terintegrasi dalam melakukan kebijakan pembangunan di Kabupaten Bengkalis antara lain.
1. Memberikan informasi kepada seluruh komponen pemerintah dan masyarakat tentang program, strategi dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya Badan Penelitian dan Pengembangan untuk kurun waktu lima tahunan

2. Mewujudkan penyelenggaraan roda pemerintahaan dan pembangunan yang goog govermence dan good govermant di Kabupaten Bengkalis khususnya dalam biodag kajian akademik, penyampaian rekomendasi dan saran-saran serta pendataan tentang hasil-hasil pembangunan.
3. Menumbuhkembangkan budaya partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan oleh seluruh komponen pemerintahan (ekskutif), legislative, dan organisasi kemasyarakatan yang dihasilkan dari arus bawah melalui suatu analisis kebutuhan, sehingga hasil pemerintahan dan pembangunan dapat dinikmati masyarakat secara luas.

1.4 Sistematika Penulisan
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GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS
2.1  TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS
1. Dasar Hukum Pembentukan Balitbang Kabupaten Bengkalis

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 23 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis terdiri dari jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.
2. Susunan Organisasi Balitbang Kabupaten Bengkalis






















3. Struktur Organisasai Balitbang Kabupaten
Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor  55 Tahun 2012 terdiri dari :
1. Kepala Badan Penelitian dan pengembangan Kabupaten Bengkalis

2. Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Penyusunan Program
b. Sub Bagian Tata Usaha
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :

a. Sub Bidang Pemerintahan dan Budaya

b. Sub Bidang Sosial

4. Bidang Ekonomi, terdiri dari :

a. Sub Bidang SDA dan Lingkungan
b. Sub Bidang Usaha Perekonomian
5. Bidang Pembangunan dan Teknologi, terdiri dari :

a. Sub Bidang Pembangunan

b. Sub Bidang Teknologi

6. Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah

a. Sub Bidang Ideologi, Politik, Hukum dan Ham
b. Sub Bidang SDM dan Kemasyarakatan
7. Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Tugas Pokok dan Fungsi Karyawan Balitbang Kabupaten Bengkalis

A. Tupoksi Kepala
Kepala mempunyai tugas :

1) Memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungus Badan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkalis;

2) Memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi; dan
3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
B. Tupoksi Sekretariat
1) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan, pelayanan, kesekretarian yang meliputi penkooordinasian perencanaan, penyusunan program, dan anggaran, pengolahan keuangan, perlengkapan dan tata usaha;
2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, evaluasi, dan pelaporan;
b. Pelaksanaan administrasi kepegawaiandan rumah tangga Badan Penelitian dan Pengembangan;
c. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
d. Pelaksanaan urusan surat-menyurat kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat;
e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
3) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :

a) Sub Bagian Penyusunan Program;

b) Sub Bagian Tata Usaha; dan

c) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

a. Tupoksi Sub Bagian Penyusunan Program
1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Penyusunan Program sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program;
c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan program dan anggaran kegiatan;
d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan denga tugas Sub Bagian Penyusunan Program serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalahMenyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program;
e. Melakukan koordinasi dan singkronisasi kegiatan dengan Bidang dan aturan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
f. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan /RKT, Arah Kebijakan Umum (AKU), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
g. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, perencanaan dan anggaran;
h. Melakukan koordinasi dan singkronisasi kegiatan antara aparatur dan public untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan;
i. Menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir proses pembahasan dengan instansi terkait sampai menjadi DPA;
j. Menyusun kelengkapan administrasi, guna melaksanakan kegiatan Tahunan berupa petunjuk operasional, penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan dokumen kontrak dan menyiapkan revisi (perubahan) DPA;
k. Mengupayakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perubahan (APBDP) guna menampung usulan program pembangunan yang mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya;
l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
m. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Program sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.
b. Tupoksi Sub Bagian Tata Usaha
1)  Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan di bidang Tata Usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2)   Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut;

a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanan kegiatan sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
b. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yag berhubungan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
d. Mengiventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha serta menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah;
e. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahan;
f. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup Balitbang, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Balitbang;
g. Mengatur urusan rumah tangga, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor;
h. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan melakukan pendokumentasian kegiatan Balitbang Kabupaten Bengkalis;
i. Melakukan tugas dibidang hokum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
k. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Tata Usaha sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

c. Tupoksi Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
1) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan yang berikut;
2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut;
a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelum dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
b. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data dan serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
d. Mengiventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
e. Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
f. Mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan bendahara Pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
g. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi terhadap kinerja Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
h. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
i. Melaksanakan pengolahan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, PNS, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan Balitbang;
j. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan asset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggung-jawaban;
m. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancara pelaksanaan tugas pada Sekretariat.
C. Tupoksi Bidang Sosial dan Budaya
1) Bidang sosial dan budaya mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas penelitian dan pengembangan dibidang Sosial dan Budaya sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku;
2) Bidang Sosial dan Budaya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan tentang masalah-masalah pemerintahan dan sosial secara umum;
b. Pelaksanaan koordinasi ke instasi terkait dah pihak lainnya dalam penelitian dan pengembangan bidang sosial dan budaya;
c. Pelaksanaan pegembangan program, pelatihan dibidang penelitian dan pengembangan;
d. Pengevaluasian terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan;
e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Balitbang.
3) Susunan organisasi Bidang Sosial dan Budaya
a. Sub Bidang Pemerintahan dan Budaya;

b. Sub Bidang Sosial.
a. Tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Budaya

1) Sub Bidang Pemerintahan dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan dan budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan Budaya berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan umtuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan lannya yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Budaya.
c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistemasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Budaya sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Budaya serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dalan rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan dan budaya;

g. Merumuskan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dibidang pemerintahan dan budaya;

h. Menghimpun hasil penelitian dan pengembangan berbentuk abstraksi dan rekomendasi litbang untuk diteruskan ke atasan sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.
i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sosial dan Budaya tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diamabil dibidang tugasnya.
j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Budaya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung-jawaban bagi atasan;
k. Melaksanakan tugas lain yang dierikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaraan pelaksanaan tugas Bidang Sosial Budaya.
b. Tupoksi Sub Bidang Sosial

1) Sub Bidang Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan di bidang sosial sesuai ketentuan yang berlaku;

2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Sosial berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perundang-undangan yang telah di tetapkan;
b. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Sub Bidang Sosial;

c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Sosial sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Sosial serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang sosial;
f. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
g. Melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan litbang yang berhubungan dengan masalah sosial;
h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Sosial dan Budaya tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
i. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Sosial berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung-jawaban bagi atasan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sosial dan Budaya baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sosial dan Budaya.
D. Tupoksi Bidang Ekonomi
1) Bidang ekonomi mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanaan, mengevaluasi, mengkoordinasi dan mengendalikan tugas-tugas penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.
2) Bidang Ekonomi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagai upaya pemberdayaan perekonomian secara umum;
b. Pelaksanaan koordinasi sinkronisasi program-program dengan Badan, Dinas atau Lembaga penelitian baik tingkat Nasional, Provinsi yang berorientasi dalam penelitian dan pengembangan sektor ekonomi;
c. Pelaksanaan evaluasi penelitian dan analisa sebagai pedoman perencanaan pada kegiatan selanjutnya;

d. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian dan pengembangan sumber daya alam yang meliputi pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan, kehutan, peternakan, pertambangan dan energi;

e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap dampak lingkungan;

f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Balitbang;

3) Susunan Organisasi Bidang Ekonomi, terdiri dari:

a. Sub bidang SDA dan Lingkungan;

b. Sub Bidang Usaha Perekonomian

a. Tupoksi Sub Bidang SDA dan Lingkungan

1) Menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kepedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dan penelitian dan pengembangan di bidang SDA dan Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2) Rincian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang SDA dan Lingkungan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengolahan Sub Bidang SDA dan Lingkungan;
c. Mencari, Mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang SDA dan Lingkungan sebagai Kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan SDA dan Lingkungan serta menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah;
e. Melakukan koordinasi dengan nit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
f. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penelitian dan pengembangan dibidang SDA dan lingkungan;
g. Mempersiapkan bahan penelitian dan pengembangan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pengembangan dibidang SDA dan lingkungan;
h. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dibidang SDA dan lingkungan;
i. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dibidang SDA dan Lingkungan dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Ekonomi, tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tentang Sub Bidang SDA dan Lingkungan, berdasarkan kegiatan bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung-jawaban bagi atasan;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi.
b. Tupoksi Sub Bidang Usaha Perekonomian
1) Mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan di Bidang Usaha Perekonomian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2) Rincian tugas tersebut pada ayat (1) Sebagai berikut:

a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Usaha Perekonomian berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
b. Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Sub Bidang Usaha Perekonomian;
c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Usaha Perekonomian sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan usaha perekonomian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
e. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
f. Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penelitian dan pengembangan di bidang Usaha Perekonomian;
g. Mempersiapkan bahan penelitian dan pengembangan, mengolah dan menganalisa data penelitian pengembangan di bidang Usaha Perekonomian;
h. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang Usaha Perekonomian;
i. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dibidang Usaha Perekonomian dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;
j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang Ekonomi, tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Usaha Perekonomian berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung-jawaban bagi atasan;
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Ekonomi baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi.
E. Tupoksi Bidang Pembangunan dan Teknologi
1) Bidang Pembangunan dan Teknologi mempunyai tugas pokok memimpin, merencankan, melaksanakan, mengevaluasi, mengkoordinasi dan mengendalikan tugas-tugas penelitian dan pengembangan di Bidang Pembangunan dan Teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
2) Bidang Pembangunan dan Teknologi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a.
Penyusunan, pelaksanaan rencana dan program pembangunan serta pengendalian di Bidan Pembangunan dan Teknologi;

b.
Pelaksanaan Koordinasi kegiatan penelitian, pengembangan dan pengkajian ilmu pengetahuan teknologi dengan instansi lain;

c.
Pengendalian pelaksanaan penelitian, pengkajian di Bidang Pembangunan dan Teknologi;

d.
Perumusan terhadap hasil-hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian ilmu pengetahuan/teknologi dan pembangunan;

e.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan;
3) Susunan Organisasi Bidang Pembangunan dan Teknologi, terdiri dari;

a. Sub Bidang Pembangunan
b. Sub Bidang Teknologi

a. Tupoksi Sub Bidang Pembangunan

1)
Sub Bidang Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan di Bidang Pembangunan dan Teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2) Uraian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut;

a.
Merencanakan Kegiatan Sub Bidang Pembangunan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan;

b.
Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Pembangunan sebagai pedoman dan landasan kerja;
c.
Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistemasikan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Pembangunan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;

d.
Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembangunan serta menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah;

e.
Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

f.
Mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penelitian dan pengembangan di Bidang Pembangunan;

g.
Mempersiapkan bahan penelitian dan pengembangan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pengembangan di Bidang Pembangunan;

h.
Merumuskan, melaksanakan paparan hasil-hasil pernelitian dan pengembangan di Bidang Pembanunan;

i.
Merumuskan hasil akhir penelitin dan pengembangan di Bidang Pembangunan dalam bentuk rekomendasi kepada bupati;
j.
Memberikan saran dan pertimabangan kepada Bidang Pembangunan dan Teknologi, mengenai langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil;
k.
Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pembangunan sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;

l.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Teknologi baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pembangunan dan Teknologi;
b. Tupoksi Sub Bidang Teknologi
1)
Sub Bidang Teknologi mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan , kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Rincian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:
a.
Merencanakan kegiatan sub bidang teknologi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peratuan yang ditetapkan;

b.
Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teknologi sebagi pedoman dan landasan kerja.

c.
Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistemasikan dan mengolah data informasi yang berhubungan dengan tugas Sub bidang teknologi sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencan kegiatan;

d.
menginvetarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan teknolonogi serta menyipkan bahan dalam rangka pemecahan masalah;

e.
Merumuskan, melaksanakan kajian-kajian bidang teknologi sesuai dengan (KAK) ketentuan yang telah ditentukan;

f.
  Merumuskan hasil akhir penelitian dan mengkoordinasikan dengan Kabid Pembangunan dan Teknologi dan membuat rekomendasi hasil penelitian kepada Bupati Bengkalis sebagai laporan;
g.
Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Pembangunan dan Teknologi, mengenai langkah-langkah atau tindakan yang perlu di ambil;

h.
Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Teknologi sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagi bahan masukan bagi atasan;

i. 
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan Dan Teknologi baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pembangunan dan Teknologi;
F. Tupoksi Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah 

1) Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah Mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengevaluasi, mengkoordinasi dan mengendalinkan tugas-tugas penelitian dan pengembangan di bidang pengkajian masalah Strategis Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2) Bidang Pengkajian Masalah Strategis Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program di bidang kesejahteraan rakyat

b. Penyiapan program di bidang Pendidikan, kependudukan, tenaga kerja,    sosial dan kesehatan;

c. Perlaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang pendidikan, kebudayaan, kependudukan, tenaga kerja, sosial dan kesehatan;

d. Penysunan dokumen perecanaan pembangunan di bidang pendidikan,  kebudayaan, kependudukan, tenaga kerja, sosial dan budaya

e. Pelaksanaan dan percermatan proses penyusunan RAPBD 

f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program bidang kesejahteraan rakyat;

g.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Balitbang.
3) Susunan organisasi bidang pengkajian masalah Strategis Daerah, tediri dari

a. Sub  Bidang Ideologi, Politik, Hukum dan HAM;

b. Sub Bidang SDM dan Kemasyarakatan;

a. Tugas Sub Bidang Ideologi, Politik, Hukum dan HAM

1) Sub Bidang Ideologi, politik, Hukam dan HAM mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan bidang Ideologi, Polotik, Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2) Rincian tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Ideologi, Politik, Hukum dan HAM berdasarkan kegiatan pada tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang di tetapkan;

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang Ideologi, Politik, Hukum dan HAM sebagai pedoman dan landasan kerja;

c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistemasikan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Ideologi, Politik, Hukum dan HAM sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;

d. Mengiventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Ideologi, Politik, Hukum dan HAM serta menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah;

e. Mempersiapakan bahan penelitian dan pengembangan, mengolah dan menganalisa data penelitian dan pegembangan dibidang Ideologi, Politik, Hukum dan HAM;

f. Merumuskan, melaksanakan paparan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dibidang Ideologi, Politik, Hukum dan HAM;

g. Merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dibidang Ideologi, Politik, Hukum dan HAM dalam bentuk rekomendasi kepada Bupati;

h. Memberikan saran pertimbangan kepada kepala bidang pengkajian Masalah Strategis Daerah, mengenai Langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil;

i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub bidang Ideologi, Politik, Hukum dan HAM berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang pengkajian masalah Strategis Daerah baik secara lisan Maupin tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang pengkajian Masalah Strategis Daerah.
b. Tugas Sub Bidang SDM dan Kemasyarakatan

1) Sub bidang SDM dan kemsyaraktan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan bidang SDM dan Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2) Rincian tugas tersebut pada (1) sebagai berikut:

a. Merencanakan kegiatan Sub bidang SDN dan Kemasyarakatan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik rutin maupun pembangunan serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan;

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Sub Bidang SDM dan Kemasyarakatan sebagai pedoman dan landasan kerja;

c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistemasikan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan SDM dan Kemasyarakatan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;

d. Menginventarisir permesalahan-permasalahan yang berhubungan dengan SDM dan Kemasyarakatan serat menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah;

e. Melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penelitian, pengkajian survey terhadap masalah SDM dan Kemasyarakatan;

f.   Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan bidang SDM dan Kemasyarakatan.

g. Membantu melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap masalah SDM dan Kemasyarakatan;

h. Memberikan saran dan pertimabangan kepada Kepala Bidang SDM dan Kemasyarakatan, mengenai langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil;

i. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang SDM dan Kemasyarakatan sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan;

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang SDM dan Kemasyarakatan baik secara lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas bidang pengkajian Masalah Strategis Daerah.

2.2
Sumber Daya Manusia
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis telah tersedia pegawai sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan kondisi 30 April 2016 jumlah pegawai pada  Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis  sebanyak 56 (lima puluh enam), dengan rincian sebagai berikut : 
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
	PERSONIL PEGAWAI
	Status PNS
	Status
PTT/HONORER

	Jumlah karyawan
	27 orang
	29 orang

	Tabel 2.2
Komposisi jumlah karyawan berdasarkan pangkat dan golongan

	Jabatan
	Pangkat/ Golongan
	Jumlah

	Kepala Badan
	Pembina/IV b
	1 orang

	Sekretaris
	Pembina/IV b
	1 orang

	Kepala Bidang
	Pembina/ IV b

Pembina/ IV a

Penata TK I/III d
	1 orang
   2 orang

1 orang

	Kepala Sub Bagian
	Penata TK I/III d

Penata / III c
	1 orang
2 orang

	
	
	

	Kepala Sub Bidang
	Penata TK I/ III d
Penata / III c
	6 orang
1 orang

	Staf
	Penata TK I/ III d

Penata / III c

Penata Muda TK I/ III b
Pengatur MudaTK.I/ II d
Pengatur MudaTK.I/ II c
Pengatur MudaTK.I/ II b

	1 orang

1 orang

3 orang
1 orang
4 orang

1 orang

	PTT/HONORER
	-
	29 orang

	Tabel. 2.3
Komposisi jumlah karyawan berdasarkan tingkat pendidikan

	No
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah

	1.
	S3
	1 orang

	2.
	S2
	4 orang

	3.
	S1
	17 orang

	4.
	D3
	4 orang

	5.
	SLTA
	19 orang


a. Menurut jabatan dan fungsi

· Pejabat Struktural Eselon IIb
: 1 orang

· Pejabat Struktural Eselon IIIa
: 1 orang

· Pejabat Struktural Eselon IIIb
: 4 orang

· Pejabat Struktural Eselon IVa
: 10 orang

· Staff



: 11 orang

· Pejabat Fungsional

: - orang

b. Menurut Pangkat/Golongan

· Golongan IV/b


: 3 orang

· Golongan IV/a


: 2 orang

· Golongan III/d


: 9 orang

· Golongan III/c


: 4 orang
· Golongan III/b


: 3 orang

· Golongan II/d


: 1 orang

· Golongan II/c                          
: 4 orang

· Golongan II/b                          : 1orang

c. Menurut Strata Pendidikan

· Sarjana S3                               
: 1 orang
· Sarjana S2                               
: 4 orang
· Sarjana S1                               
: 14 orang

· SLTA                                       
: 8 orang
2.3

Kinerja Pelayanan Balitbang Kabupaten Bengkalis
Kelitbangan sebagai salah satu instrument pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 373, Pasal 374, dan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyeleggaraan pemerintahan daerah melalui pembinaan umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan yang menjadii kewenangan pemerintah daerah sebagaimana dalam Pasal 209 dan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sehingga kebijakan inovasi daerah sesuai dengan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan sesuai dengan prinsip: peningkatan efisiensi; perbaikan efektifitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi pada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nlai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Berkenaan dengan hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Penyusunan Karya Tulis di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019, Gubernur, Bupati/Walikota agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berbasis kelitbangan;

2. Mengarahkan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan dan pengoperasian) berdasarkan visi, misi, strategi dan kebutuhan daerah;

3. Mengarahkan kegiatan kelitbangan sesuai arah dan kebutuhan perumusan kebijakan pemerintahan daerah;

4. Mengarahkan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);

5. Menguatkan kebijakan sector maritime di lingkungan pemerintah daerah;

6. Menguatkan kebijakan ketahanan pangan sumber daya alam lokal;

7. Menguatkan kebijakan percepatan energi terbarukan sumber daya alam lokal;

8. Menguatkan kebijakan pencegahan pemborosan birokasi pemerintah dearah (penghematan/efisiensi) dan pencegahan inisiatif anti korupsi di lingkup pemerintahan daerah.

9. Mengarahkan kegiatan kelitbangan untuk dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Bappeda, atau sebutan lain;

10. Meningkatkan kapasitas Badan Penelitian dan Pengembangan diantaranya: penataan kelembagaan; peningkatan kualitas tenaga fungsional peneliti dan perekayasa; penyusunan system dan prosedur yang berstandar; dan pengembangan sarana dan prasarana yang memadahi.

Disamping kesepuluh hal diatas, agar Badan Litbang Provinsi, dan Badan Litbang Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya melakukan kegiatan:

1. Melakukan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan dan pengoperasian) regulasi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

2. Fasilitasi, advokasi, supervise, dan edukasi tindak lanjut implementasi Peraturan Bersama Menristek dan Menteri Dalam Negeri tentang Sistem Inovasi Daerah;

3. Melakuakn asistensi penyusunan RPJMD, Evaluasi RKPD dan APBD serta Evaluasi Kinerja SKPD setiap tahun;

4. Menyiapkan wahana publikasi hasil-hasil kelitbangan dlam bentuk majalah berkala ilmiah (jurnal), ekspo/pameran dan pasrtisipasi aktif dalam kompetisi karya tulis ilmiah nasional di bidang pemerintahan dalam negeri; 
Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja bidang penelitian dan pengembangan daerah dan analisa pencapaian kinerja, baik berupa evaluasi kinerja program maupun evaluasi kinerja kegiatan di Balitbang Kabupaten Bengkalis menunjukkan hasil yang sangat baik. Keberhasilan ini merupakan cerminan adanya sinergi setiap unsur dalam subsistem Balitbang dalam menjalankan fungsinya masing-masing dengan saling berkoordinasi dan berkomunikasi secara baik. Ada komitmen dan rasa tanggung jawab setiap elemen dalam Balitbang mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur staf dalam melaksanakan tugas yang diberikan sehingga segala tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan dengan baik.
“Dilihat dari aspek keuangan, keberhasilan kinerja Balitbang sebagai pencapaian visi dan misi Balitbang yang telah ditetapkan menunjukkan grafik yang sangat baik. Kondisi ini sejalan dengan realisasi capaian prioritas penelitian dan pengembangan daerah sesuai hasil kajian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Target penelitian dan pengembangan yang telah ditetapkan berdasarkan asumsi dan dukungan dana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis yang dialokasikan pada Balibang Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya sesuai prioritas rencana strategis Balitbang”.

2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbang Kabupaten Bengkalis
 2.4.1. Tantangan.

Tantangan yang dihadapi Badan Penelelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pelayanan antara lain :

1.
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang tersedia belum sesuai dengan yang diharapkan. 

2.
Kurangnya Sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan 


Balitbang Kabupaten Bengkalis. 

3.
Pemberian Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum belum terlaksana sesuai mekanisme.

4.
Kurangnya sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas bidang penelitian dan pengembangan, survey dan pemetaan. 

5.
Kurangnya Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Litbang.

2.4.2.
Peluang
Beberapa peluang yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balitbangda untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1.
Tersedianya SDM sebagai tenaga pelaksana Penelitian.

2.
Tersedianya dukungan dari Eksekutif dan Legisatif 

3.
Kesediaan dan kesiapan institusi Perguruan Tinggi dan stakeholder lainnya sebagai mitra dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balitbang Kabupaten Bengkalis.

4.
Adanya kemauan kerjasama dan koordinasi dari setiap SKPD baik di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota Berskala Nasional.

Tabel 2.4

Review pencapaian kinerja palayanan SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis
	NO
	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 
	Target IKK
	Target Indikator Lainnya
	Target Renstra SKPD 
	Realisasi Capaian 
	Rasio Capaian pada

	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)

	1.
	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kantor yang Berkualitas
	 Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Berkualitas
	 Persentase Administrasi Perkantoran yang Berkualitas
	95 %
	100%
	100%
	100%
	100%
	80 %
	85 %
	90 %
	90 %
	95 %
	84  %
	85 %
	90 %
	90  %
	95 %

	2
	Rasio Perlengkapan Kantor terhadap kebutuhan Kantor
	Terlaksananya Perlengkapan Kantor terhadap kebutuhan Kantor
	 Persentase Perlengkapan Kantor terhadap kebutuhan Kantor
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	80 %
	80 %
	85 %
	90 %
	90 %
	80  %
	80 %
	85 %
	90  %
	90 %

	3
	Jumlah PNS yang mengikuti Bintek Peneliti dan pengerekayasaan
	Terlaksananya PNS yang mengikuti Bimbingan teknis  dan Pengerekayasaan
	Terwujudnya PNS yang profesional 
	5 Org
	12 Org
	15 Org
	20 Org
	22 Org
	1 Org
	2 Org
	0 Org
	0 Org
	0 Org
	20  %
	17 %
	0     %
	0    %
	0    %

	4
	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
	 Terlaksananya Program Kegiatan RPJMD ke dalam RKPD
	 Terwujudnya Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
	90 %
	90 %
	90 %
	90 %
	90 %
	50 %
	55 %
	60 %
	55 %
	60 %
	56  %
	61 %
	67 %
	61  %
	67 %

	5
	Penjabaran Program Renstra ke Dalam Renja
	 Terlaksananya Penjabaran Program Renstra ke Dalam Renja
	 Persentase Penjabaran Program Renstra ke Dalam Renja
	90 %
	90 %
	90 %
	90 %
	90 %
	60 %
	65 %
	65 %
	70 %
	70 %
	67  %
	72 %
	72 %
	78  %
	78 %


	Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Balitbang Kabupaten Bengkalis

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uraian ***)
	Anggaran pada Tahun ke- 
	Realisasi Anggaran pada Tahun ke- 
	Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- 
	Rata-rata Pertumbuhan

	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	Anggaran
	Realisasi

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Belanja Tidak Langsung
	3.176
	3.376
	3.676
	3.676
	4.974
	3.120
	3.342
	3.599
	3.870
	4.900
	98%
	99%
	98%
	97%
	99%
	12%
	12%

	Belanja Langsung
	9.784
	10.221
	9.546
	9.546
	6.171
	9.502
	9.734
	9.538
	9.269
	6.171
	97%
	95%
	100%
	89%
	100%
	-8 %
	-9%

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	12.960
	13.597
	13.222
	14.363
	11.145
	12.622
	13.076
	13.137
	13.139
	11.071
	97%
	96%
	99%
	91%
	99%
	4%
	3%



ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Manajemen    Aparatur    Sipil  Negara  dengan   unsur   utamanya    adalah   Pegawai   Negeri Sipil   (PNS)  merupakan     lokomotif     bergeraknya     reformasi    birokrasi.    Untuk   itu   prasyarat reformasi   birokrasi   adalah  adanya  pengelolaan   PNS  yang  efektif   dan efisien,  salah satu diantaranya dengan    menciptakan     pengelolaan     PNS    yang   berbasis    merit.    Dengan   adanya    reformasi birokrasi   maka  diharapkan    akan  mampu   menciptakan    tata   pemerintahan     yang  efektif   dan efisien.
Disamping itu Penerapan Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, harus disikapi dengan cermat dalam menanggapi tantangan dan peluang oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Dari analisis lingkungan internal dan eksternal, isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis 2016-2021 yang dirumuskan dan penting untuk  diperhatikan diantaranya Good Governance dan Pelayanan Prima. Untuk mewujudkan Good Governance   dan   mewujudkan   pelayanan   prima   dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional dan proporsional. Pegawai Negeri Sipil Daerah merupakan sumberdaya aparatur didaerah selaku pelayan masyarakat perlu dilakukan perencanaan dan pengelolaan secara profesional dan proporsional dalam pelaksanaan tugas pekerjaan dan jabatan. Dengan kompetensi (pengetahuan dan ketrampilan) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dimiliki, akan mampu mewujudkan pelayanan prima di daerah.

Sebagai konsekwensi dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dalam memberikan kemudahan pelayanan publik tentunya perlu disiapkan penataan sumberdaya aparatur yang profesional dan proporsional. Untuk menata sumberdaya aparatur Pegawai Negeri Sipil Daerah hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan  Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas  pokok  dan fungsi.  Hasil  Identifikasi  Permasalahan  tugas  pokok fungsi dilakukan  melalui  analisa  SWOT,  Analisis  Alternatif  Strategi  dan  Analisa Strategis Pilihan yang diuraikan sebagaimana  berikut :

3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan 
Dari identifikasi pemasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsii pada Balitbang Kabupaten Bengkalis yang menjadi perhatian untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yakni  melanjutkan program   dan   kegiatan   yang   belum   tercapai   pada   target   Renstra sebelumnya, sehingga perlu ditindaklajuti pada Renstra 2016-2021 sebagai konsekuensi  dalam  mendukung  program Pemerintah Daerah  5 (lima)  tahun mendatang. yang berkaitan dengan pelaksanaaan tugas pokok dan fungsi harus dapat ditangani dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah diantaranya adalah sebagai berikut :

1.
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelitbangan secara optimal masih belum didukung sepenuhnya dengan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta ketersedian sarana prasarana kerja yang memadai;

2.
Tenaga fungsional peneliti masih belum sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Balitbang dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahan daerah;

3. 
Sumberdaya aparatur yang belum memadai secara kompetensi, sehingga hasil penelitian masih belum menjadi berfungsi dan /atau bermanfaat dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;

4.
Dalam rangka pelaksanaan penelitian potensi daerah, masih belum didukung dengan dokumen yang secara administrative merupakan prasyarat sebelum melaksanakan kelitbangan seperti diantaranya Idea Concept Paper (ICP); Term of Reference (TOR); Proposal; Research Design; Finaly Report.

5.
Prasarana dan sarana kerja masih belum tersedia secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

6.
Pedoman, data dan informasi pembangunan daerah masih belum lengkap dan akurat sebagai bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah;

7. 
Sistem dan jaringan kelembagaan litbang daerah belum tersusun dan diperkuat secara regulasi;

8. Pelaksanaan penelitian didaerah masih belum dikoordinasikan secara tepat dan terarah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Bengkalis;

9. Masih kurangnya kelengkapan data dan informasi daerah sebagai bahan perencanaan dan pelaksanaan penelitian daerah.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
    3.2.1.
VISI 

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin masih diwijudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders. 

Sesuai dengan arahan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang telah melalui proses teknokratis dan politik sehingga menjadi Visi Daerah Kabupaten Bengkalis, yaitu:

“Mewujudkan kabupaten Bengkalis Sebagai Model  Negeri Maju, dan Makmur di Indonesia”
Sebagai upaya mewujudkan Visi Kabupaten Bengkalis tersebut telah ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas
2. Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.

3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat.
Guna mendukung pencapaian ketiga misi di atas disiapkan dua pendekatan dari aspek kelitbangan yaitu melalui pendekatan spasial berupa empat gerbang pembangunan negeri dan pendekatan sektoral yaitu  tergambarkan sebagai berikut : 
1. Gerbang Utama

Mempersiapkan model rumusan kebijakan kelitbangan yang fokus menjadikan pulau Bengkalis sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan terpadu dan pusat pengembangan budaya melayu serumpun.
2. Gerbang Laksamana

Mempersiapkan model rumusan kebijakan kelitbangan yang fokus menjadikan kecamatan bukit batu dan kecamatan Siak Kecil sebagai kawasan industri wisata religius, pelabuhan ekspor-impor, pusat pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan modern yang pro rakyat.
3. Gerbang Permata

Mempersiapkan model rumusan kebijakan kelitbangan yang fokus menjadikan kecamatan Mandau dan kecamatan Pinggir sebagai pusat pengembangan industri, pertambangan, perdagangan, ketenagakerjaan, peternakan, pertanian dan perkebunan.

4. Gerbang Pesisir

Mempersiapkan model rumusan kebijakan kelitbangan yang fokus untuk menjadikan pulau Rupat sebagai pusat pariwisata unggulan daerah, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan.
Sebagai upaya percepatan pembangunan daerah Balitbang kabupaten Bengkalis  juga menetapkan 11 pendekatan sektoral dari aspek kelitbangan yaitu : 
1. Mempersiapkan model rumusan kebijakan kelitbangan pembangunan infrastruktur
2. Mempersiapkan model rumusan kebijakan kelitbangan tata kelola pemerintah daerah
3. Mempersiapkan model rumusan kebijakan kelitbangan kesejahteraan ekonomi rakyat
4. Mempersiapkan model rumusan kebijakan kelitbangan pembangunan sumber daya manusia
5. Mempersiapkan model rumusan kebijakan kelitbangan lapangan kerja untuk rakyat
6. Mempersiapkan model rumusan kebijakan kelitbangan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
7. Mempersiapkan model rumusan kebijakan kelitbangan kehutanan dan lingkungan hidup
8. Mempersiapkan model rumusan kebijakan kelitbangan pembinaan agama, budaya dan pariwisata
9. Mempersiapkan model rumusan kebijakan kelitbangan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga
10. Mempersiapkan model rumusan kebijakan kelitbangan pembangunan    desa dan pemberdayaan masyarakat
11. Mempersiapkan model rumusan kebijakan kelitbangan gagasan rakyat aset pembangunan.
Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 – 2015 sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Bengkalis sesuai tugas pokok dan fungsinya fokus pada pencapaian misi pertama dan misi kedua yaitu :

1.  Mewujudkan pemerintahan yang berwibawa, transparan dan bertanggung jawab serta dapat melaksanakan kepemimpinan dengan bijak, berani dan ikhlas.
2.   Mewujudkan pengelolaan seluruh potensi daerah dan sumber daya manusia untuk kemakmuran rakyat.
Dukungan Balitbang Kabupaten Bengkalis terhadap pelaksanaan misi tersebut adalah dalam konteks perencanaan secara umum dan dalam upaya pencapaian sasaran strategis sesuai indikator kinerja daerah lima tahun ke depan khususnya indikator yang menggambarkan sejauh mana misi tersebut dapat dilaksanakan secara baik guna mencapai Visi daerah tahun 2021. Untuk itu Badan Penelitian dan Pengembangan secara konsisten telah merencanakan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD hingga tahun 2021. 
Berdasarkan telaahan di atas terdapat dua faktor yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi daerah, yakni faktor kekuatan dan keloemahan. Kekuatan adalah melakukan analisis terhadap keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif yang ada pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. 
Sedangkan kelemahan adalah melakukan analisis dan mengidentifikasi faktor yang akan mengurangi ataupun melemahkan kemampuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis dalam mencapai visi dan menjalankan misi yang telah ditatapkan, sehingga perlu upaya untuk memberikan perhatian yang lebih guna mengatasi kelemahan tersebut.

1. Faktor penghambat (tantangan dan kelemahan)

Terdapat beberapa tantangan dan kelemahan yang dimiliki Balitbang saat ini yang dapat menghambat pencapaian visi dan misi daerah, antara lain:

a. Terbatasnya Sumber Daya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas rencana penelitian;

b. Distribusi pegawai yang tidak merata sesuai kemampuan dasar dan kemampuan teknisnya;

c. Pemberian reward and punishment yang belum maksimal;

d. Koordinasi lintas sektoral yang belum maksimal.

e. Kualitas sarana kantor yang belum memadai.
2. Faktor pendorong (peluang dan kekuatan)

Beberapa peluang dan kekuatan yang dapat mendorong Balitbang dalam pencapaian visi dan misi daerah, antara lain:

a. Ketersediaan sumber pendanaan untuk melaksanakan program dan kegiatan;

b. Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya menjadi gambaran telah sesuainya antara rencana dan pelaksanaan kegiatan;

c. Rencana pengembangan sumber daya aparatur perencana yang disusun secara baik sesuai dengan kebutuhan terutama untuk pendidikan khusus perencanaan pembangunan daerah (PPD);

d. Tingkat koehesifitas atau kekompakkan seluruh pegawai Balitbang dalam melaksanakan tugas menjadi kekuatan yang sangat besar;

e. Tingginya animo aparatur Balitbang untuk terus meningkatkan kemampuan tekhnis di bidang penelitian;

f. Aparatur Balitbang memiliki integritas dan rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan;

g. Landasan hukum dan kelembagaan yang cukup jelas.
3.3. 
Telaahan Renstra Balitbang Dengan Renstra Balitbang Provinsi
Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong dari manajemen SKPD Balitbang yang dapat mempengaruhi permasalahan-permasalahan pelayanan Balitbang dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3.1

faktor-faktor penghambat dan pendorong
	NO
	MASALAH
	FAKTOR PENGHAMBAT
	FAKTOR PENDORONG

	1.
	Hasil-hasil penelitian belum sepenuhnya diaplikasikan oleh SKPD dan masyarakat pengguna 
	Kurangnya 

sosialisasi hasil-hasil penelitian


	Tersedia hasil-hasil penelitian yang dilengkapi dengan 

rekomendasi,informasi dan data-data

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	NO
	MASALAH
	FAKTOR PENGHAMBAT
	FAKTOR PENDORONG

	2.
	Sumber Daya Manusia yang ditempatkan di Balitbang tidak sesuai keahlian
	Tidak memahami tugas pokok dan fungsi


	Rekruitmen tenaga 

aparatur sesuai keahlian



	3.
	Sarana dan prasarana yang belum memadai 


	Ruangan kantor, laboratorium, Green 

House belum dilengkapi dengan 

Peralatan
	Tersedia laboratorium dan Green House



	


3.4.
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS
Oleh karena tugas pokok dan fungsi Balitbang Kabupaten Bengkalis melakukan penelitian, kajian, survey, dan publikasi hasil-hasil penelitian tidak terkait dengan rencana tata ruang maupun rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup, maka faktor penghambat pelayanan Balitbang dalam memberikan pelayanan publik tidak ada.
3.5.
Isu-isu Strategis 

Perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 – 2021 tidak lepas dari konteks isu-isu strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, hal ini karena secara langsung maupun tidak langsung semua aspek perencanaan akan dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Beberapa isu strategis yang diidentifikasikan akan mempengaruhi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi rencana penelitian dan pengembangan hingga tahun 2021, antara lain :

1. Wacana pemekaran wilayah baik desa maupun kecamatan akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan khususnya keseimbangan antar kawasan secara spasial (keruangan);

2. Pembangunan Sumber Daya Manusia masih menjadi isu utama dalam pembangunan lima tahun ke depan;

3. Peningkatan infrastruktur dan konektifitas antar kawasan menjadi fokus pembangunan infrastruktur utama Kabupaten Bengkalis;

4. Penataan birokrasi daerah baik penerimaan, penempatan, pendidikan maupun reward and punishment;

5. Rencana perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Bengkalis diprediksi juga berpengaruh terhadap kinerja daerah terutama keseimbangan dan distribusi tugas/fungsi masing-masing SKPD;

6. Pemanfaatan hasil kajian, penelitian dan pengembangan baik di Balitbang maupun SKPD teknis lainnya;

7. Beberapa kebijakan nasional juga berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah ke depan, antara lain: kebijakan mengenai harga BBM, kebijakan reformasi birokrasi dan penataan pegawai daerah dan kebijakan-kebijakan strategis lainnya;


VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1  Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan
4.1.1
Visi

Visi adalah cara pandang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi termasuk dalam hal ini satuan kerja perangkat Daerah (SKPD). Visi berkaitan erat dengan pandangan ke depan menyangkut kemana suatu SKPD harus di bawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, dan inovatif serta produktif. Visi SKPD perlu ditanamkan pada setiap unsur SKPD sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya SKPD. Sebagai salah satu SKPD di daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis telah merumuskan visi organisasi yaitu :
“Menjadi Lembaga Riset Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Ristek) Penyusun Rumusan Kebijakan Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri  Yang  Maju Dan Makmur”
4.1.2
 Misi
Upaya mewujudkan cita dan citra sebagaimana tertuang dalam visi, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk misi SKPD. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota SKPD dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui keberadaan serta peran SKPD dalam penyelenggaraan pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan  Kabupaten Bengkalis telah merumuskan misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan kapasitas kelembagaan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur sebagai lembaga Riset ilmu pengetahuan dan Teknologi (RISTEK) penyusun rumusan kebijakan Kabupaten Bengkalis sebagai  model negeri  yang maju dan makmur.
2. Mewujudkan Data base naskah akademik RISTEK, dan sistem inovasi daerah (SiDa) melalui penguatan jejaring koordinasi penelitian dan dukungan Dewan Riset Daerah (DRD) dalam pengelolaan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat.
3. Melakukan Kegiatan Kelitbangan ( penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, dan pengoperasian) sebagai model regulasi perumusan kebijakan pemerintah daerah. 

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Secara umum tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis adalah Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan dapat memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis dan berkelanjutan. Secara lebih khusus tujuan dan sasaran jangka menengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
	No.
	TUJUAN
	SASARAN
	INDIKATOR KINERJA SASARAN
	TARGET KINERJA PADA TAHUN 

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	1.
	Kapasitas Kelembagaan dengan meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
	Meningkatkan kapasitas manajemen kelembagaan kelitbangan.
	· Meningkatkan pelayanan   administrasi perkantoran,       sarana dan prasarana kerja
	75 %
	80 %
	85 %
	90 %
	95 %
	100 %

	
	
	
	· Menyediakan  anggaran yang memadai.
	75 %
	80 %
	85 %
	90 %
	95 %
	100 %

	
	
	
	· Meningkatkan mekanisme kerja sesuai tupoksi.
	75 %
	80 %
	85 %
	90 %
	95 %
	100 %

	2.
	Meningkatkan kuantitas dan kualitas       sumber daya aparatur,  fungsional peneliti dan perekayasa.
	Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur,

tenaga fungsional peneliti dan perekayasa.
	· Meningkatkan pengetahuan sumberdaya aparatur,tenaga fungsional peneliti dan perekayasa melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada kelitbangan.
	75 %
	80 %
	85 %
	90 %
	95 %
	100 %

	3.
	Meningkatkan Kelitbangan sebagai model rumusan kebijakan sosial dan budaya dalam mendukung empat gerbang pembangunan negeri untuk kemakmuran rakyat.

	Tersedianya rumusan kebijakan sosial dan budaya dalam mendukung empat gerbang pembangunan negeri.
	· Meningkatnya kebijakan sosial dan budaya dalam mendukung empat gerbang pembangunan negeri.
	75 %
	80 %
	85 %
	90 %
	95 %
	100 %

	4.
	Meningkatkan rumusan kebijakan kelitbangan untuk tata kelola pemerintah daerah, pembinaan agama, budaya pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga.
	Tersedianya rumusan kebijakan tentang tata kelola pemerintah daerah, pembinaan agama, budaya pariwisata, pemberbedayaan perempuan dan olahraga.
	· Terlaksananya kebijakan tentang tata kelola pemerintah daerah, pembinaan agama, budaya pariwisata, pemberbedayaan perempuan dan olahraga.
	75 %
	80 %
	85 %
	90 %
	95 %
	100 %

	5.
	Meningkatkan kelitbangan sebagai model rumusan kebijakan strategis dalam mendukung empat gerbang pembangunan negeri untuk kemakmuran rakyat.
	Tersedianya rumusan kebijakan strategis dalam mendukung empat gerbang pembangunan negeri.
	· Tersedianya sumber daya manusia berbasis riset yang terlatih dan terampil.
	3    Orang
	5 Orang
	7      Orang
	8 Orang
	9 Orang
	10 Orang

	
	
	
	· Terbentuknya kelompok pendamping riset berbasis masyarakat.


	3    Kelompok
	5 Kelompok
	7      Kelompok
	8 Kelompok
	9 Kelompok
	10 Kelompok

	6.
	Mewujudkan model kelitbangan sektoral berupa pembangunan sumber daya manusia dan lapangan kerja untuk rakyat.
	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia dan terbukanya lapangan kerja untuk rakyat.  
	· Tersedianya pembangunan sumber daya manusia dan terbukanya lapangan kerja untuk rakyat.  
	75 %
	80 %
	85 %
	90 %
	95 %
	100 %

	7.
	Meningkatkan kelitbangan sebagai model rumusan kebijakan ekonomi dalam mendukung 
empat gerbang pembangunan negeri untuk kemakmuran rakyat.

	Tersedianya rumusan kebijakan ekonomi dalam mendukung empat gerbang pembangunan negeri.
	· Tersedianya database penelitian, design maket dan demplot (demonstrasi plot).
	75 %
	80 %
	85 %
	90 %
	95 %
	100 %

	
	
	
	· Diseminasi model demplot rumusan kebijakan ekonomi.
	75 %
	80 %
	85 %
	90 %
	95 %
	100 %

	
	
	
	· Munculnya cikal bakal model kawasan ekonomi berbasis riset.
	75 %
	80 %
	85 %
	90 %
	95 %
	100 %

	8.
	Mewujudkan model  kelitbangan sektoral berupa kesejahteraan ekonomi rakyat, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan lingkungan hidup.
	Tersedianya rumusan kebijakn sektoral berupa kesejahteraan rakyat, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup.
	· Tersedianya database penelitian, design maket dan demplot (demonstrasi plot).
	75 %
	80 %
	85 %
	90 %
	95 %
	100 %

	
	
	
	· Diseminasi model demplot rumusan kebijakan ekonomi.
	75 %
	80 %
	85 %
	90 %
	95 %
	100 %

	
	
	
	· Munculnya cikal bakal model kawasan ekonomi berbasis riset.
	75 %
	80 %
	85 %
	90 %
	95 %
	100 %

	9.
	Meningkatkan kelitbangan sebagai model rumusan kebijakan riset, teknologi dan inovasi dalam mendukung empat gerbang pembangunan negeri untuk kemakmuran rakyat.

	Tersedianya rumusan kebijakan riset, teknologi, dan inovasi sesuai dengan empat gerbang pembangunan negeri.
	· Tersedianya database penelitian dan sistem informasi dari inovasi dan teknologi yang telah dikembangkan. 
	75 %
	80 %
	85 %
	90 %
	95 %
	100 %

	
	
	
	· Tersedianya model dan prototipe dari inovasi dan teknologi hasil penelitian.
	75 %
	80 %
	85 %
	90 %
	95 %
	100 %

	
	
	
	· Tersedianya teknologi yang dapat diterapkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
	75 %
	80 %
	85 %
	90 %
	95 %
	100 %

	10.
	Mewujudkan model  kelitbangan sektoral pembangunan infrastruktur, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat sebagai gagasan pembangunan untuk kemakmuran rakyat.
	Tersedianya rumusan kebijakan sektoral pembangunan infrastruktur, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat untuk kemakmuran rakyat.
	· Tersedianya database penelitian dan sistem informasi dari inovasi dan teknologi yang telah dikembangkan. 
	75 %
	80 %
	85 %
	90 %
	95 %
	100 %

	
	
	
	· Tersedianya model dan prototipe dari inovasi dan teknologi hasil penelitian.
	75 %
	80 %
	85 %
	90 %
	95 %
	100 %

	
	
	
	· Tersedianya teknologi yang dapat diterapkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
	75 %
	80 %
	85 %
	90 %
	95 %
	100 %


4.3.
Strategi dan Kebijakan

Secara umum cara mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah:

a.
Mewujudkan Kapasitas Kelembagaan Balitbang yang berkualitas dan berkelanjutan
b.
Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Peneliti dan Pengerekayasaan Kabupaten Bengkalis;
c. 
Meningkatkan penelitian dan pengembangan daerah sebagai kebijakan strategis pembangunan daerah
d. 
Meningkatkan pelaksanaan difusi teknologi dan inovasi
e.
Menyebarluaskan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Secara lebih rinci strategi dan kebijakan Balitbang Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tujuan dan sasaran sesuai misinya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.
Table 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan
Misi 1 : Menjadi Lembaga Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RISTEK) Penyusun Rumusan Kebijakan Kabupaten Bengkalis sebagai Model Negeri yang Maju dan Makmur.
	TUJUAN
	SASARAN
	STRATEGI
	KEBIJAKAN

	Pelayanan Administrasi.
	Administrasi yang tertib dan berkualitas
	Peningkatan administrasi

perkantoran, kapasitas sumber daya aparatur secara profesional yang didukung dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas;


	Meningkatkan wawasan,

pengetahuan dan

keterampilan aparat,

Pelayanan Administrasi

serta Sarana dan

Prasarana kerja

aparatur.

	Meningkatkan Dukungan Operasional.
	Meningkatnya cakupan kebutuhan oprasional kantor.
	Meningkatkan kebutuhan kantor
	Melengkapi kebutuhan kantor 

	Kapasitas Kelembagaan dengan meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur.
	Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas untuk memenuhi kapasitas kelembagaan.
	Peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas untuk memenuhi kapasitas kelembagaan.
	Meningkatkan wawasan,

pengetahuan dan

keterampilan aparat untuk memenuhi kapasitas kelembagaan.


Misi 2 : Mewujudkan Data Base Naskah Akademik RISTEK, dan Sistem Inovasi Daerah (SiDa) melalui Penguatan Jejaring Koordinasi Penelitian dan Dukungan Dewan Riset Daerah (DRD) dalam Pengelolaan Potensi Daerah untuk Kemakmuran Rakyat.
	TUJUAN
	SASARAN
	STRATEGI
	KEBIJAKAN

	Meningkatkan Kelitbangan sebagai model rumusan kebijakan sosial dan budaya dalam mendukung empat gerbang pembangunan negeri untuk kemakmuran rakyat.
	Tersedianya rumusan kebijakan sosial dan budaya dalam mendukung empat gerbang pembangunan negeri.
	Mendidik dan melatih bagi peneliti daerah sesuai dengan

kebutuhan untuk kegiatan penelitian, pengembangan

pengkajian, penerapan, perekayasaan dan pengoperasian dilingkungan pemeritahan Kabupaten Bengkalis
	Melaksanakan,mengikuti dan

mengirimkan para peneliti daerah untuk pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada penelitian,

pengembangan pengkajian, penerapan, perekayasaan dan

pengoperasian dilingkungan

pemeritahan Kabupaten Bengkalis.

	Meningkatkan rumusan kebijakan kelitbangan untuk tata kelola pemerintah daerah, pembinaan agama, budaya pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olah raga.
	Tersedianya rumusan kebijakan tentang tata kelola pemerintah daerah, pembinaan agama, budaya pariwisata, pemberbedayaan perempuan dan olahraga.
	Peningkatan rumusan kebijakan tentang tata kelola pemerintah daerah, pembinaan agama, budaya pariwisata, pemberbedayaan perempuan dan olahraga.
	Merumuskan kebijakan tentang tata kelola pemerintah daerah, pembinaan agama, budaya pariwisata, pemberbedayaan perempuan dan olahraga.

	Meningkatkan kelitbangan sebagai model rumusan kebijakan strategis dalam mendukung empat gerbang pembangunan negeri untuk kemakmuran rakyat.
	Tersedianya rumusan kebijakan strategis dalam mendukung empat gerbang pembangunan negeri.
	Peningkatan rumusan kebijakan strategis dalam mendukung empat gerbang pembangunan negeri.
	Merumuskan kebijakan strategis dalam mendukung empat gerbang pembangunan negeri.

	Mewujudkan model kelitbangan sektoral berupa pembangunan sumber daya manusia dan lapangan kerja
	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia dan terbukanya lapangan kerja untuk rakyat.  
	Meningkatkan pembangunan dan sumber daya manusia untuk membuka lapangan kerja.  
	Melaksanakan pembangunan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk membuka lapangan kerja.  


Misi 3 : Melakukan Kegiatan Kelitbangan (Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan, dan Pengoperasian) sebagai Model Regulasi Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah.
	TUJUAN
	SASARAN
	STRATEGI
	KEBIJAKAN

	Meningkatkan kelitbangan sebagai model rumusan kebijakan ekonomi dalam mendukung empat gerbang pembangunan negeri untuk kemakmuran rakyat.
	Tersedianya rumusan kebijakan ekonomi dalam mendukung empat gerbang pembangunan negeri.
	Peningkatan koordinasi penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian

peneyelenggaraan

pemerintahan dan

pelaksanaan pembangunan daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah akan berbasis daya saing, keunggulan

lokal,berkelanjutan serta yang relatif dapat diterima atau diakses

oleh masyarakat
	Meningkatkan koordinasi penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan,

perekayasaan dan pengoperasian peneyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan daerah

Memfasilitasi penelitian, pengkajian, penerapan,

pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian

peneyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah

	Mewujudkan model  kelitbangan sektoral berupa kesejahteraan ekonomi rakyat, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan  , lingkungan hidup.
	Tersedianya rumusan kebijakan sektoral berupa kesejahteraan rakyat, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup.
	Peningkatan koordinasi penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian


	Meningkatkan koordinasi penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan,

perekayasaan dan pengoperasian

	Meningkatkan kelitbangan sebagai model rumusan kebijakan riset, teknologi dan inovasi dalam mendukung empat gerbang pembangunan negeri untuk kemakmuran rakyat.
	Tersedianya rumusan kebijakan riset, teknologi, dan inovasi sesuai dengan empat gerbang pembangunan negeri.
	Peningkatan koordinasi penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian


	Meningkatkan koordinasi penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan,

perekayasaan dan pengoperasian

	Mewujudkan model  kelitbangan sektoral pembangunan infrastruktur, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakatsebagai gagasan pembangunan untuk kemakmuran rakyat.
	Tersedianya rumusan kebijakan sektoral pembangunan infrastruktur, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat untuk kemakmuran rakyat.
	Peningkatan koordinasi penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian


	Meningkatkan koordinasi penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan,

perekayasaan dan pengoperasian



RENCANA PROGRAM KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga Penelitian dan Pengembangan tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Bengkalis hingga akhir periode RPJMD Kabupaten Bengkalis secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

APBN





RAPBN





RKP





RPJM Nasional





RPJP Nasional





APBD





RAPBD





RKP Daerah





RPJM Daerah








RPJP Daerah





RENSTRA Balitbang





Kepbup ttg Rincian DPA





RKA APBD





RENJA SKPD





KEPALA








PEJABAT PENELITI





SEKRETARIAT





SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM





SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN





SUB BAGIAN TATA USAHA








KEPALA BIDANG EKONOMI





KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN TEKNOLOGI





KEPALA BIDANG PENGKAJIAN MASALAH DAN STRATEGIS DAERAH





KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA





KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN BUDAYA





KEPALA SUBBID SDA DAN LINGKUNGAN





KEPALA SUB BIDANG IDEOLOGI, POLITIK, HUKUM DAN HAM





KEPALA SUB BIDANG PEMBANGUNAN





KEPALA SUB BIDANG SOSIAL





KEPALA SUB BIDANG USAHA PEREKONOMIAN





KEPALA SUB BIDANG SDM DAN KEMASYARAKATAN





KEPALA SUB BIDANG TEKNOLOGI





UPT








BAB  I





BAB  II





BAB  III





BAB  IV





BAB V
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